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ABSTRAK

Temuan berulang pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kupang, khususnya
terkait pengelolaan aset tetap, mencerminkan tantangan dalam implementasi
rekomendasi pemeriksaan serta efektivitas sistem pengendalian internal yang belum
optimal. Meskipun upaya perbaikan dilakukan, beberapa kendala masih menyebabkan
munculnya masalah serupa dari tahun ke tahun. Penelitian ini bertujuan untuk
mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian
tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan atas pengelolaan aset di Kabupaten Kupang.
Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini
mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan pejabat di Sekretariat
Daerah, Inspektorat, serta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Hasil analisis
menunjukkan bahwa kelemahan dalam aspek Sistem Pengendalian Internal (SPI),
terutama pada komponen lingkungan pengendalian, pemantauan dan komunikasi,
serta kurang optimalnya peran pihak internal dan eksternal, menjadi penyebab utama
temuan berulang. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan strategi tindak lanjut yang
kurang efektif turut mempengaruhi penyelesaian rekomendasi pemeriksaan. Implikasi
dari penelitian ini menunjukkan pentingnya penguatan SPI, peningkatan koordinasi
lintas unit, serta optimalisasi kolaborasi dengan pihak eksternal seperti Badan
Pertanahan Nasional (BPN) untuk mempercepat sertifikasi aset. Melalui temuan ini,
Pemerintah Kabupaten Kupang diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas,
transparansi, dan kualitas laporan keuangannya melalui strategi pengendalian dan
tindak lanjut yang lebih efektif.

Kata Kunci : Pemeriksaan LKPD, Temuan Berulang, Tindak Lanjut Rekomendasi

ABSTRACT

The repeated audit findings in the financial reports of Kupang Regency Government,
particularly in fixed asset management, reflect challenges in implementing audit
recommendations and highlight inefficiencies in the internal control system. Despite
corrective efforts, certain obstacles continue to cause similar issues annually. This
study aims to identify and analyze the factors influencing the resolution of audit follow-
up recommendations related to asset management in Kupang Regency. Using a
qualitative method and case study approach, data were collected through in-depth
interviews with officials from the Regional Secretariat, Inspectorate, and Finance and
Asset Agency. The analysis reveals that weaknesses within the Internal Control System
(ICS)—notably in the areas of control environment, monitoring, and communication—
along with suboptimal roles of internal and external stakeholders, are primary
contributors to repeated audit findings. Additionally, resource constraints and less
effective follow-up strategies significantly impact the resolution of audit
recommendations. The study implies the importance of strengthening the ICS,
enhancing inter-unit coordination, and optimizing collaboration with external entities
such as the National Land Agency (BPN) to expedite asset certification. These findings
are expected to aid Kupang Regency Government in improving accountability,
transparency, and financial report quality through more effective control and follow-
up strategies.

Key Word : Audit of Local Government Financial Statements (LKPD), Repeated Audit
Findings, Follow-up on Recommendations
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BAB |
PENDAHULUAN

Kewajiban tahunan yang rutin dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai
wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara untuk menjaga
akuntabilitas pemerintah daerah adalah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD). Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
LKPD disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah dan menjamin proses
pengendalian internal yang baik untuk mencegah kesalahan dalam laporan keuangan.
LKPD ini akan diperiksa oleh suatu Badan Negara yang memiliki kewenangan dalam
melakukan audit (pemeriksaan) setiap tahunnya. Badan Pemeriksa Keuangan adalah
lembaga negara yang memiliki kewajiban dalam hal tersebut untuk memeriksa tingkat
relevansi dan kewajaran laporan keuangan serta memperhatikan temuan-temuan yang
signifikan. BPK juga memiliki kewajiban dalam memberikan opini terkait LKPD yang
diperiksa. Pemeriksaan yang dilakukan BPK atas laporan keuangan akan
menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang memuat opini dan juga
rekomendasi perbaikan atas permasalahan atau temuan pemeriksaan. LHP ini yang
terdiri atas 2 bagian (2 buku), dimana buku pertama berisi tentang LHP laporan
keuangan dan buku kedua mengenai LHP Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Adapun Opini yang diberikan BPK terhadap LKPD yang diperiksa terdiri
diantaranya adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian
(WDP), Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) dan Tidak Wajar (TW). Berdasar hasil
pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK pada tahun 2022 atas 524 LKPD seluruh
Indonesia, diketahui bahwa terdapat sejumlah 496 (91%) LKPD yang mendapatkan
opini WTP, 41 (8%) LKPD mendapatkan opini WDP, dan 5 (1%) LKPD yang
mendapatkan opini TW. Capaian tahun 2022 ini terjadi penurunan jika dibandingkan
dengan tahun 2021 yaitu sebanyak 500 dari 542 LKPD mendapatkan opini WTP,
Meskipun terdapat penurunan LKPD yang mendapatkan opini WTP, terdapat sejumlah
15 LKPD mendapatkan kenaikan opini dari WDP menjadi WTP (Badan Pemeriksa
Keuangan, 2023). Kenaikan tersebut merupakan hasil dari proses tindak lanjut dari
Pemerintah Daerah yang sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh pemeriksa
(BPK).



Perbaikan atas permasalahan temuan berulang ini merupakan bagian dari
tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan yang berupa tindakan perbaikan oleh
pemerintah daerah. tindakan tersebut berdampak pada peningkatan akuntabilitas dan
kualitas laporan keuangan yang pada akhirnya dapat meningkatkan opini pemeriksaan.
Pencapaian peningkatan opini atas LKPD tersebut diantaranya diraih oleh Pemerintah
Kabupaten Kupang pada tahun 2022 meraih opini WDP untuk pertama kalinya.
Rekomendasi perbaikan masih disertakan meskipun Pemerintah Kabupaten Kupang
telah menerima opini WDP.

Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Kupang memperoleh Opini WTP
setelah pada tahun 2021 memperoleh Opini WDP, dengan dasar pengecualiannya
terkait dengan penatausahaan aset tetap yang belum tertib dengan nilai yang material.
Pada tahun 2022 telah dilakukan perbaikan atas penatausahaan aset tetap oleh
Pemerintah Kabupaten Kupang sebagai tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan
BPK tahun sebelumnya, serta terjadi peningkatan opini atas laporan keuangannya.
Namun demikian, hasil pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK pada
tahun 2022 dan tahun 2023 masih ditemukan permasalahan atau temuan berulang
terkait dengan penatausahaan aset tetap, meskipun permasalahan tersebut tidak
mempengaruhi opini laporan keuangannya. Selanjutnya pada LHP Buku Il tahun 2022
juga diungkapkan bahwa tindak lanjut atas permasalahan penatausahaan aset tetap
yang belum tertib tersebut masih dalam proses atau belum sepenuhnya selesai sesuai
dengan rekomendasi yang diberikan.

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya temuan berulang pada LHP Buku II
LKPD Kabupaten Kupang pada tahun 2021 sampai dengan 2023 yang didalamnya
terdapat hasil pemeriksaan tentang aset tetap. Dimana pada kurun waktu 3 tahun
tersebut, ditemukan adanya temuan berulang terkait dengan penatausahaan aset tetap.
Temuan berulang ini disebabkan karena entitas terperiksa belum melakukan tindakan
perbaikan atas rekomendasi yang diberikan oleh pemeriksa sebelumnya, sehingga
pemeriksa yang melakukan pemeriksaan pada periode berikutnya akan mengulangi
rekomendasi yang sama atas permasalahan berulang tersebut pada pemeriksaan
berikutnya hal ini diungkapkan oleh Brook & Pariser (1995) dan Holland (1999).
Selain itu, proses tindak lanjut atas hasil pemeriksaan sebelumnya yang berhubungan
dengan pemeriksaan yang dilakukan, menjadi bahan pertimbangan pemeriksa dalam
melakukan pemeriksaan (Badan Pemeriksa Keuangan, 2017). Oleh karena itu,

penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi



proses penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan LKPD, yang
mengakibatkan adanya temuan berulang terkait dengan aset tetap pada Pemerintah
Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.
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	BAB I PENDAHULUAN
	54BBAB I  PENDAHULUAN
	 Kewajiban tahunan yang rutin dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara untuk menjaga akuntabilitas pemerintah daerah adalah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. LKPD disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah dan menjamin proses pengendalian internal yang baik untuk mencegah kesalahan dalam laporan keuangan. LKPD ini akan diperiksa oleh suatu Badan Negara yang memiliki kewenangan dalam melakukan audit (pemeriksaan) setiap tahunnya. Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang memiliki kewajiban dalam hal tersebut untuk memeriksa tingkat relevansi dan kewajaran laporan keuangan serta memperhatikan temuan-temuan yang signifikan. BPK juga memiliki kewajiban dalam memberikan opini terkait LKPD yang diperiksa. Pemeriksaan yang dilakukan BPK atas laporan keuangan akan menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang memuat opini dan juga rekomendasi perbaikan atas permasalahan atau temuan pemeriksaan. LHP ini  yang terdiri atas 2 bagian (2 buku), dimana buku pertama berisi tentang LHP laporan keuangan dan buku kedua mengenai LHP Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. 
	 Adapun Opini yang diberikan BPK terhadap LKPD yang diperiksa terdiri diantaranya adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) dan Tidak Wajar (TW). Berdasar hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK pada tahun 2022 atas 524 LKPD seluruh Indonesia, diketahui bahwa terdapat sejumlah 496 (91%) LKPD yang mendapatkan opini WTP, 41 (8%) LKPD mendapatkan opini WDP, dan 5 (1%) LKPD yang mendapatkan opini TW. Capaian tahun 2022 ini terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebanyak 500 dari 542 LKPD mendapatkan opini WTP. Meskipun terdapat penurunan LKPD yang mendapatkan opini WTP, terdapat sejumlah 15 LKPD mendapatkan kenaikan opini dari WDP menjadi WTP (Badan Pemeriksa Keuangan, 2023). Kenaikan tersebut merupakan hasil dari proses tindak lanjut dari Pemerintah Daerah yang sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh pemeriksa (BPK).
	 Perbaikan atas permasalahan temuan berulang ini merupakan bagian dari tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan yang berupa tindakan perbaikan oleh pemerintah daerah. tindakan tersebut berdampak pada peningkatan akuntabilitas dan kualitas laporan keuangan yang pada akhirnya dapat meningkatkan opini pemeriksaan. Pencapaian peningkatan opini atas LKPD tersebut diantaranya diraih oleh Pemerintah Kabupaten Kupang pada tahun 2022 meraih opini WDP untuk pertama kalinya. Rekomendasi perbaikan masih disertakan meskipun Pemerintah Kabupaten Kupang telah menerima opini WDP.
	 Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Kupang memperoleh Opini WTP setelah pada tahun 2021 memperoleh Opini WDP, dengan dasar pengecualiannya terkait dengan penatausahaan aset tetap yang belum tertib dengan nilai yang material. Pada tahun 2022 telah dilakukan perbaikan atas penatausahaan aset tetap oleh Pemerintah Kabupaten Kupang sebagai tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan BPK tahun sebelumnya, serta terjadi peningkatan opini atas laporan keuangannya. Namun demikian, hasil pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK pada tahun 2022 dan tahun 2023 masih ditemukan permasalahan atau temuan berulang terkait dengan penatausahaan aset tetap, meskipun permasalahan tersebut tidak mempengaruhi opini laporan keuangannya. Selanjutnya pada LHP Buku II tahun 2022 juga diungkapkan bahwa tindak lanjut atas permasalahan penatausahaan aset tetap yang belum tertib tersebut masih dalam proses atau belum sepenuhnya selesai sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. 
	 Penelitian ini dilatarbelakangi adanya temuan berulang pada LHP Buku II LKPD Kabupaten Kupang pada tahun 2021 sampai dengan 2023 yang didalamnya terdapat hasil pemeriksaan tentang aset tetap. Dimana pada kurun waktu 3 tahun tersebut, ditemukan adanya temuan berulang terkait dengan penatausahaan aset tetap. Temuan berulang ini disebabkan karena entitas terperiksa belum melakukan tindakan perbaikan atas rekomendasi yang diberikan oleh pemeriksa sebelumnya, sehingga pemeriksa yang melakukan pemeriksaan pada periode berikutnya akan mengulangi rekomendasi yang sama atas permasalahan berulang tersebut pada pemeriksaan berikutnya hal ini diungkapkan oleh Brook & Pariser (1995) dan Holland (1999). Selain itu, proses tindak lanjut atas hasil pemeriksaan sebelumnya yang berhubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan, menjadi bahan pertimbangan pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan (Badan Pemeriksa Keuangan, 2017). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan LKPD, yang mengakibatkan adanya temuan berulang terkait dengan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.
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Temuan berulang pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kupang, khususnya terkait pengelolaan aset tetap, mencerminkan tantangan dalam implementasi rekomendasi pemeriksaan serta efektivitas sistem pengendalian internal yang belum optimal. Meskipun upaya perbaikan dilakukan, beberapa kendala masih menyebabkan munculnya masalah serupa dari tahun ke tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan atas pengelolaan aset di Kabupaten Kupang. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan pejabat di Sekretariat Daerah, Inspektorat, serta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Hasil analisis menunjukkan bahwa kelemahan dalam aspek Sistem Pengendalian Internal (SPI), terutama pada komponen lingkungan pengendalian, pemantauan dan komunikasi, serta kurang optimalnya peran pihak internal dan eksternal, menjadi penyebab utama temuan berulang. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan strategi tindak lanjut yang kurang efektif turut mempengaruhi penyelesaian rekomendasi pemeriksaan. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan pentingnya penguatan SPI, peningkatan koordinasi lintas unit, serta optimalisasi kolaborasi dengan pihak eksternal seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mempercepat sertifikasi aset. Melalui temuan ini, Pemerintah Kabupaten Kupang diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas laporan keuangannya melalui strategi pengendalian dan tindak lanjut yang lebih efektif.



Kata Kunci : Pemeriksaan LKPD, Temuan Berulang, Tindak Lanjut Rekomendasi



ABSTRACT

The repeated audit findings in the financial reports of Kupang Regency Government, particularly in fixed asset management, reflect challenges in implementing audit recommendations and highlight inefficiencies in the internal control system. Despite corrective efforts, certain obstacles continue to cause similar issues annually. This study aims to identify and analyze the factors influencing the resolution of audit follow-up recommendations related to asset management in Kupang Regency. Using a qualitative method and case study approach, data were collected through in-depth interviews with officials from the Regional Secretariat, Inspectorate, and Finance and Asset Agency. The analysis reveals that weaknesses within the Internal Control System (ICS)—notably in the areas of control environment, monitoring, and communication—along with suboptimal roles of internal and external stakeholders, are primary contributors to repeated audit findings. Additionally, resource constraints and less effective follow-up strategies significantly impact the resolution of audit recommendations. The study implies the importance of strengthening the ICS, enhancing inter-unit coordination, and optimizing collaboration with external entities such as the National Land Agency (BPN) to expedite asset certification. These findings are expected to aid Kupang Regency Government in improving accountability, transparency, and financial report quality through more effective control and follow-up strategies.



Key Word : Audit of Local Government Financial Statements (LKPD), Repeated Audit Findings, Follow-up on Recommendations
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PENDAHULUAN





	Kewajiban tahunan yang rutin dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara untuk menjaga akuntabilitas pemerintah daerah adalah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. LKPD disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah dan menjamin proses pengendalian internal yang baik untuk mencegah kesalahan dalam laporan keuangan. LKPD ini akan diperiksa oleh suatu Badan Negara yang memiliki kewenangan dalam melakukan audit (pemeriksaan) setiap tahunnya. Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang memiliki kewajiban dalam hal tersebut untuk memeriksa tingkat relevansi dan kewajaran laporan keuangan serta memperhatikan temuan-temuan yang signifikan. BPK juga memiliki kewajiban dalam memberikan opini terkait LKPD yang diperiksa. Pemeriksaan yang dilakukan BPK atas laporan keuangan akan menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang memuat opini dan juga rekomendasi perbaikan atas permasalahan atau temuan pemeriksaan. LHP ini  yang terdiri atas 2 bagian (2 buku), dimana buku pertama berisi tentang LHP laporan keuangan dan buku kedua mengenai LHP Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. 

	Adapun Opini yang diberikan BPK terhadap LKPD yang diperiksa terdiri diantaranya adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) dan Tidak Wajar (TW). Berdasar hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK pada tahun 2022 atas 524 LKPD seluruh Indonesia, diketahui bahwa terdapat sejumlah 496 (91%) LKPD yang mendapatkan opini WTP, 41 (8%) LKPD mendapatkan opini WDP, dan 5 (1%) LKPD yang mendapatkan opini TW. Capaian tahun 2022 ini terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebanyak 500 dari 542 LKPD mendapatkan opini WTP. Meskipun terdapat penurunan LKPD yang mendapatkan opini WTP, terdapat sejumlah 15 LKPD mendapatkan kenaikan opini dari WDP menjadi WTP (Badan Pemeriksa Keuangan, 2023). Kenaikan tersebut merupakan hasil dari proses tindak lanjut dari Pemerintah Daerah yang sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh pemeriksa (BPK).

	Perbaikan atas permasalahan temuan berulang ini merupakan bagian dari tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan yang berupa tindakan perbaikan oleh pemerintah daerah. tindakan tersebut berdampak pada peningkatan akuntabilitas dan kualitas laporan keuangan yang pada akhirnya dapat meningkatkan opini pemeriksaan. Pencapaian peningkatan opini atas LKPD tersebut diantaranya diraih oleh Pemerintah Kabupaten Kupang pada tahun 2022 meraih opini WDP untuk pertama kalinya. Rekomendasi perbaikan masih disertakan meskipun Pemerintah Kabupaten Kupang telah menerima opini WDP.

	Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Kupang memperoleh Opini WTP setelah pada tahun 2021 memperoleh Opini WDP, dengan dasar pengecualiannya terkait dengan penatausahaan aset tetap yang belum tertib dengan nilai yang material. Pada tahun 2022 telah dilakukan perbaikan atas penatausahaan aset tetap oleh Pemerintah Kabupaten Kupang sebagai tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan BPK tahun sebelumnya, serta terjadi peningkatan opini atas laporan keuangannya. Namun demikian, hasil pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK pada tahun 2022 dan tahun 2023 masih ditemukan permasalahan atau temuan berulang terkait dengan penatausahaan aset tetap, meskipun permasalahan tersebut tidak mempengaruhi opini laporan keuangannya. Selanjutnya pada LHP Buku II tahun 2022 juga diungkapkan bahwa tindak lanjut atas permasalahan penatausahaan aset tetap yang belum tertib tersebut masih dalam proses atau belum sepenuhnya selesai sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. 

	Penelitian ini dilatarbelakangi adanya temuan berulang pada LHP Buku II LKPD Kabupaten Kupang pada tahun 2021 sampai dengan 2023 yang didalamnya terdapat hasil pemeriksaan tentang aset tetap. Dimana pada kurun waktu 3 tahun tersebut, ditemukan adanya temuan berulang terkait dengan penatausahaan aset tetap. Temuan berulang ini disebabkan karena entitas terperiksa belum melakukan tindakan perbaikan atas rekomendasi yang diberikan oleh pemeriksa sebelumnya, sehingga pemeriksa yang melakukan pemeriksaan pada periode berikutnya akan mengulangi rekomendasi yang sama atas permasalahan berulang tersebut pada pemeriksaan berikutnya hal ini diungkapkan oleh Brook & Pariser (1995) dan Holland (1999). Selain itu, proses tindak lanjut atas hasil pemeriksaan sebelumnya yang berhubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan, menjadi bahan pertimbangan pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan (Badan Pemeriksa Keuangan, 2017). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan LKPD, yang mengakibatkan adanya temuan berulang terkait dengan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.
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2.1. [bookmark: _Toc181191426]Landasan Teori

	Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan paket tiga undang-undang tentang keuangan negara yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, pejabat pengelola keuangan daerah berkewajiban untuk menyusun laporan keuangan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan pertanggungjawaban kepala daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran tertentu. LKPD disusun dengan menggunakan suatu sistem akuntansi keuangan daerah dan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

	Pemeriksaan atas LKPD, merupakan jenis pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK dengan tujuan untuk memberikan suatu pernyataan atau opini terkait dengan tingkat kewajaran informasi laporan keuangan yang disajikan dalam LKPD (Badan Pemeriksa Keuangan, 2017). Opini sebagai hasil pemeriksaan BPK atas LKPD sesuai dengan penjelasan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 adalah pernyataan profesional pemeriksa atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dengan mendasarkan pada kriteria (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (2) kecukupan pengungkapan, (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan LKPD, selain menghasilkan opini atas laporan keuangan, BPK juga melakukan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, sebagai bentuk pemenuhan kriteria pemberian opini yang diberikan.

	Berdasarkan pemeriksaan atas SPI dan kepatuhan atas peraturan perundang-undangan yang telah dilakukan tersebut, dituangkan dalam LHP Buku 2 yang memuat temuan pemeriksaan dan rekomendasi perbaikan atas permasalahan yang dimuat dalam temuan pemeriksaan terkait. Temuan pemeriksaan diungkapkan dalam LHP jika pemeriksa menemukan ketidaksesuaian antara kondisi dengan kriteria (Badan Pemeriksa Keuangan, 2017). Pada LHP atas LKPD Pemerintah Kabupaten Kupang tahun 2021 sampai dengan 2023 mengungkapkan temuan pemeriksaan yang identik terkait dengan permasalahan aset tetap atau terdapat pengulangan temuan pemeriksaan. Menurut Cahill (2012) dalam Nunu, dkk (2017), temuan berulang adalah temuan yang diidentifikasi dalam pemeriksaan yang tindakan perbaikannya belum dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan rencana, serta secara substansi serupa atau identik dengan temuan yang diidentifikasi pada pemeriksaan sebelumnya.

	Penyelesaian tindak lanjut sebagai bagian penting dari manfaat pemeriksaan keuangan negara. Pejabat yang bertanggung jawab pada pemerintah daerah berkewajiban menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Pelaksanaan tindak lanjut disertai dengan dokumen pendukung yang cukup, kompeten, dan relevan (Badan Pemeriksa Keuangan, 2017). Tindak lanjut atas rekomendasi yang dilaksanakan dapat berupa perbaikan atas sistem atau tindakan yang bernilai finansial sesuai dengan rekomendasi atau saran perbaikan yang diberikan sesuai dengan kondisi pada temuan pemeriksaan yang diungkapkan. 

	Adapun tujuan dari pelaksanaan tindak lanjut adalah untuk meningkatkan kualitas LKPD. Pramana et al., (2023) menyimpulkan bahwa tindakan tindak lanjut atas rekomendasi audit secara signifikan mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Kabupaten Nganjuk. Namun realitanya masih banyak ditemukan pemerintah daerah atau auditee belum melaksanakan rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh pemeriksa. Berdasarkan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tahun 2020 s.d. Semester I 2023, diketahui bahwa atas 133.519 rekomendasi hasil pemeriksaan tahun 2020 s.d. semester I 2023 hanya 62.920 atau 47,0% rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi (Badan Pemeriksa Keuangan, 2023). 



2.2. [bookmark: _Toc181191427]Penelitian sebelumnya

	Terdapat beberapa penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi proses tindak lanjut dari rekomendasi yang diberikan pada temuan berulang hasil pemeriksaan. Dari penelitian yang dilakukan oleh Fitri (2024) dengan judul Analisis Temuan Audit Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Di Provinsi Sumatera Barat TA 2017-2021, menjelaskan temuan paling umum dalam laporan keuangan berhubungan dengan aset lancar, investasi permanen, dan aset tetap seperti peralatan dan mesin, terutama dalam konteks Sistem Pengendalian Internal (SPI). Hasil penelitian tersebut mengidentifikasi pola temuan berulang, yang menunjukkan kurangnya pengawasan yang memadai dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan oleh pejabat pemerintah. Ini menunjukkan kelemahan sistemik dalam mekanisme pengendalian internal di berbagai kabupaten dan kota. Dalam penelitian tersebut antara lain disimpulkan penyebab adanya temuan berulang diantaranya: (1) sistem pengendalian internal yang masih lemah, (2) belum patuhnya organisasi dalam menerapkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, (3) sumber daya manusia yang terbatas, (4) kurangnya optimalisasi peran pihak luar pemda, serta (5) belum terselesaikannya pelaksanaan proses tindak lanjut rekomendasi dari pemeriksa (BPK). Atas permasalahan yang ditemukan dalam penelitian tersebut disarankan pada penelitian selanjutnya untuk ditambah dengan data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara dengan pejabat pemerintah kabupaten atau kota sebagai subjek utama analisis, untuk memfasilitasi pemahaman yang lebih bernuansa tentang pola yang diidentifikasi, masalah yang berkaitan dengan SPI dan Kepatuhan, temuan berulang, serta penyebab dan inisiatif yang mendasari yang bertujuan mengurangi adanya temuan pemeriksaan berulang.

	Sedangkan penelitian tentang Analisis Kendala Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dilakukan oleh Pangoliu, Saerang, dan Manossoh (2017), menemukan beberapa kendala yang dihadapi SKPD Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam proses pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK yaitu: (1) kurangnya komitmen organisasional, (2) lemahnya sistem pengendalian internal, (3) pihak terkait temuan telah meninggal/pensiun/alamat tidak diketahui, (4) adanya rotasi pegawai, dan (5) adanya ketidaksepakatan atas hasil pemeriksaan. Saran yang diberikan dari penelitian ini antara lain: (1) Pemerintah Provinsi Gorontalo harus secara aktif memfasilitasi pembentukan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel dengan mempercepat penyelesaian tindakan tindak lanjut terkait temuan audit BPK. (2) Pemprov Gorontalo harus memperkuat komitmennya dengan menerapkan langkah-langkah yang lebih ketat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pejabat yang menunjukkan keterlambatan dalam menangani tindakan tindak lanjut hasil audit BPK. (3) SKPD pada lingkup Pemprov harus mengembangkan prosedur formal berupa Standar Operasi Prosedur (SOP) untuk berfungsi sebagai kerangka kerja pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara optimal, sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. (4) Kepala SKPD, bertindak sebagai Pengguna Anggaran, harus meningkatkan pengawasan pelaksanaan proyek fisik di lapangan untuk mencegah akumulasi temuan yang belum terselesaikan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengeksplorasi lebih lanjut: (1) kompetensi profesional auditor BPK dalam melakukan pemeriksaan; dan (2) peran pengawasan DPRD dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. 

	Rambo dan Litonga (2023) juga meneliti tentang Analisis Faktor-Faktor Penyebab Temuan Berulang (Studi pada Pemerintah Kabupaten Manggarai Provinsi NTT). Dalam penelitian yang dilakukan tersebut mengungkapkan faktor-faktor penghambat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK yang mengakibatkan temuan berulang pada Pemerintah Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur, antara lain yaitu: (1) Faktor eksternal/lingkungan - keterlibatan instansi lain diluar pemerintah kabupaten Manggarai, (2) faktor internal/Organisasi - struktur organisasi, ukuran organisasi, sistem informasi dan teknologi, kepemimpinan organisasi serta ketersediaan informasi/dokumen. Penelitian tersebut merekomendasikan (1) Pemerintah Kabupaten Manggarai dituntut untuk merumuskan rencana tindak lanjut yang komprehensif yang selaras dengan berbagai faktor yang menghambat penyelesaian inisiatif, sekaligus mempertimbangkan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan rencana tersebut. (2) Pemerintah Kabupaten Manggarai terlibat dalam proses pemantauan dan evaluasi sistematis secara teratur untuk menilai kemanjuran rencana tindak lanjut yang ditetapkan. Hasil dari proses evaluatif ini akan berfungsi sebagai dasar untuk membuat keputusan berdasarkan informasi, memberlakukan kebijakan, atau memodifikasi strategi, sehingga memfasilitasi peningkatan hasil kinerja. (3) Pemerintah Kabupaten Manggarai dapat memanfaatkan temuan penelitian ini sebagai pertimbangan kritis dalam pelaksanaan strategi yang kuat untuk mengatasi masalah terkait penyelesaian manajemen aset tetap dalam lingkup TLRHP. Selain itu, penelitian ini merekomendasikan ada lebih banyak penelitian yang berfokus pada logika institusional, yang diterjemahkan menjadi logika kelembagaan. Ini berarti memahami bagaimana organisasi yang berbeda berpikir dan membuat keputusan. Dalam hal ini, ini tentang bagaimana kantor audit (BPK) dan pemerintah (diaudit) mendekati penyelesaian masalah bersama.
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[bookmark: _Toc181191428]BAB III
METODE PENELITIAN





3.1. [bookmark: _Toc181191429]Pendekatan Metode Penelitian

	Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian studi kasus (case study) ini adalah salah satu jenis pendekatan penelitian kualitatif yang sering digunakan dalam ilmu sosial (Samsu, 2017). Penelitian studi kasus menurut Samsu (2017) secara umum penelitian ini menempatkan suatu (objek) yang diteliti sebagai “kasus” dengan tujuan mendapatkan pemahaman secara mendalam terhadap kasus yang diteliti. Tujuan peneliti menggunakan metode ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam atas pelaksanaan penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK, sehingga dapat diketahui proses penyelesaian tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang.



3.2. [bookmark: _Toc181191430]Objek Penelitian

	Objek dalam penelitian ini yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang. Adapun responden yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah siapa saja yang bertanggung jawab dalam proses tindak lanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan pada temuan berulang aset tetap diantaranya adalah (a) Sekretaris Daerah, (b) Inspektur Daerah, (c) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), (d) Kepala Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset, Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset, Kepala Bidang Penganggaran dan Pelaporan, dan Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Pertanggungjawaban pada BKAD.



3.3. [bookmark: _Toc181191431]Metode Pengumpulan Data

3.3.1. Wawancara (Interview)

	Wawancara adalah sebuah metode pengumpulan data yang berupa dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (interviewee) (Arikunto dalam Samsu, 2017). Penggunaan metode ini dilakukan untuk mengumpulkan data secara langsung secara terarah antara peneliti dengan orang yang memberikan informasi dengan menggunakan daftar wawancara (guide interview). Umumnya metode interview ini dilakukan untuk mendalami data yang diperoleh dari hasil observasi. Data yang akan dikumpulkan bersifat snowball, berdasar data-data yang ditemukan dilapangan. Pelaksanaan proses interview dilakukan dengan bertemu langsung dengan responden baik secara individual maupun menggunakan model diskusi kelompok (bertemu banyak responden dalam satu waktu dan tempat). 



3.3.2. Dokumentasi

	Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data berupa catatan-catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian (Samsu, 2017). Adapun data primer yang diperoleh dengan mengajukan permintaan data kepada Bidang Aset BKAD dan Inspektorat Kabupaten Kupang. Data sekunder didapatkan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten Kupang tahun 2021 s.d. 2023, serta dari Pemerintah Kabupaten Kupang berupa Laporan BMD Kabupaten Kupang, data pegawai dan dokumen pendukung lainnya.



3.4. [bookmark: _Toc181191432]Analisis Data

[bookmark: _gjdgxs]	Penggunaan teknik analisis flow chart analysis pada penelitian ini adalah model “analisis mengalir” (Samsu, 2017). Miles dan Huberman dalam Samsu (2017) menyebutkan bahwa teknik analisis ini terdiri dari tiga proses, yaitu reduksi data, display data, dan menarik kesimpulan/verifikasi. Pada prinsipnya, kegiatan analisis data ini dilakukan sepanjang kegiatan penelitian (during data collection), dan kegiatan yang paling inti mencakup penyederhanaan data (data reduction), dan verification/conclusion (menarik kesimpulan). Pada tahap awal pengumpulan data (primer dan sekunder), peneliti memutuskan apakah data yang dikumpulkan tersebut bermakna, atau tidak memiliki korelasi baik secara pola, penjelasan, kemungkinan konfigurasi, hubungan sebab akibat, maupun proposisi (Samsu, 2017).
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[bookmark: _Toc181191433]BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN





	Analisis mendalam terhadap penyebab temuan berulang dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kupang, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan aset tetap untuk menemukan faktor penyebab temuan berulang pada pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah dengan memfokuskan pada belum selesainya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya. Berdasarkan data yang diperoleh, penelitian ini menyoroti tiga aspek utama yang mempengaruhi efektivitas penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, yaitu Sistem Pengendalian Internal (SPI), Pelaksanaan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP), dan Optimalisasi Peran Pihak Internal dan Eksternal. Ketiga aspek ini dieksplorasi melalui wawancara mendalam dengan para pejabat di berbagai tingkat dan unit, termasuk Sekretariat Daerah, Inspektorat dan Badan Keuangan serta Aset Daerah (BKAD). 

	Temuan dalam penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kendala struktural, operasional, dan koordinatif dalam pengelolaan aset tetap, yang berdampak pada akuntabilitas dan kualitas laporan keuangan daerah. Melalui analisis ketiga aspek ini, penelitian ini mengidentifikasi berbagai hambatan dan potensi perbaikan dalam penyelesaian temuan berulang di Kabupaten Kupang. Berikut penjelasan data yang diperoleh dilapangan.



4.1. [bookmark: _Toc181191434]Aspek Sistem Pengendalian Intern

	Sistem pengendalian intern yang efektif sangat penting dalam memastikan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan. Studi ini bertujuan untuk menilai sistem pengendalian intern yang ada di Pemerintah Kabupaten Kupang dan menganalisis bagaimana SPI pemerintah daerah dalam menanggapi rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. 



4.1.1. Lingkungan Pengendalian

	Dalam penelitian ini, lingkungan pengendalian menjadi salah satu fokus utama dalam memahami efektivitas sistem pengelolaan aset tetap di Kabupaten Kupang. Berdasarkan wawancara, ditemukan bahwa belum semua SKPD di Kabupaten Kupang memiliki prosedur formal dan terstruktur dalam pengelolaan aset tetap. Sebagian besar pejabat yang diwawancarai menyatakan bahwa meskipun terdapat kesadaran akan pentingnya pengelolaan aset, pelaksanaan prosedur seringkali belum konsisten, dan dukungan dari pimpinan belum selalu hadir dalam setiap tahap pelaksanaan. Lingkungan pengendalian yang lemah ini menunjukkan bahwa peran aktif dari pimpinan sangat diperlukan untuk menciptakan budaya kepatuhan yang lebih kuat, sebagaimana disarankan oleh kerangka kerja COSO (Committee of Sponsoring Organizations). Hal ini Ini mencerminkan kurangnya standar yang ditetapkan untuk memastikan semua tindakan pengendalian terlaksana dengan konsisten. Ketiadaan prosedur formal ini membuka peluang terjadinya temuan berulang, terutama dalam pencatatan dan pengelolaan aset daerah. Upaya perbaikan seperti sosialisasi dan pelatihan telah dilakukan, namun masih terbatas pada penyuluhan umum, bukan pembentukan prosedur standar yang dapat menjadi acuan baku. 

	Dalam konteks pengelolaan aset, lingkungan pengendalian yang kuat membutuhkan adanya komitmen dari pimpinan, penerapan prosedur yang jelas, serta budaya kepatuhan yang ditanamkan di seluruh lapisan organisasi. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pramana et al., (2023) yang menguraikan bahwa tidak adanya pengaturan khusus mengenai penuntasan tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta komitmen dan dorongan motivasi dari pihak pimpinan merupakan salah satu faktor-fakor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tindakan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Dengan demikian, perlu adanya upaya lebih lanjut untuk menguatkan komitmen dan mengembangkan prosedur yang lebih formal dalam pengelolaan aset tetap.



4.1.2. Penilaian Risiko

	Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa penilaian risiko dalam pengelolaan aset di Kabupaten Kupang masih belum optimal. Berdasarkan wawancara, risiko yang terkait dengan pengelolaan aset tetap sering kali tidak dinilai secara sistematis, dan tidak semua SKPD memiliki indikator yang jelas untuk mengukur potensi risiko yang dapat mempengaruhi pengelolaan aset. Penilaian risiko yang komprehensif sangat penting dalam membantu organisasi memitigasi berbagai kendala yang mungkin muncul dalam proses penatausahaan aset tetap, terutama ketika rekomendasi audit berfokus pada permasalahan yang berulang. Selain itu, belum ada pergantian atau mutasi personil di bidang penatausahaan aset pada BPKAD, sehingga dampak risiko dari perubahan personil belum dapat dianalisis lebih lanjut. Ketiadaan data ini menjadi batasan dalam evaluasi risiko yang terkait dengan rotasi personil. 

	Seperti yang ditekankan oleh COSO (2013) bahwa penilaian risiko yang komprehensif memungkinkan organisasi untuk mengenali area kritis yang perlu diawasi dengan lebih ketat, sehingga proses pengendalian dapat berjalan lebih efektif. Dalam melakukan pengelolaan risiko, identifikasi dan penilaian risiko secara sistematis dapat meningkatkan kesiapan organisasi dalam menghadapi dan mengurangi dampak risiko yang muncul (Grebel & Rajmane, 2023).



4.1.3. Aktivitas Pengendalian

	Aktivitas pengendalian yang mencakup kebijakan dan prosedur yang memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan pengelolaan risiko secara efektif, sangat penting untuk mengurangi risiko terjadinya temuan pemeriksaan yang berulang. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa kegiatan pengendalian dalam pengelolaan aset di Kabupaten Kupang masih terbatas pada pengawasan administratif tanpa adanya audit internal yang konsisten. Aktivitas pengendalian seperti audit internal berkala, pemeriksaan mendalam, dan rekonsiliasi aset dapat membantu memastikan bahwa setiap tahap pengelolaan aset memenuhi standar akuntansi yang berlaku. Kabupaten Kupang telah melakukan upaya inventarisasi aset pemerintah daerah sebagai langkah awal dalam penyelesaian permasalahan aset. 

	Hal ini didukung oleh Penelitian yang dilakukan Grebel & Rajmane (2023), kegiatan pengendalian organisasi dengan menerapkan prosedur sistematis mengelola risiko, yang mencakup berbagai tindakan yang diambil untuk mengurangi risiko dan memastikan bahwa organisasi beroperasi dalam tingkat risiko yang diterima. Pendekatan sistematis ini sangat penting untuk mengidentifikasi, menilai, dan menanggapi risiko secara efektif. Tindakan proaktif ini sesuai dengan rekomendasi COSO (2013) dalam mengimplementasikan aktivitas pengendalian yang sesuai dengan risiko yang dihadapi dan harus didukung dengan alokasi sumber daya yang cukup serta pemantauan berkala. Kegiatan pelatihan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) telah dilaksanakan, namun lebih bersifat insidentil dan belum diintegrasikan ke dalam prosedur resmi yang diimplementasikan secara menyeluruh. Kurangnya penyebaran pengetahuan yang merata ini meningkatkan risiko kesalahan pencatatan atau pengawasan, yang kemudian menjadi salah satu faktor utama temuan berulang pada laporan keuangan. Kabupaten Kupang disarankan untuk memperkuat aktivitas pengendalian ini dengan membentuk tim audit internal yang terfokus pada evaluasi dan pemantauan pengelolaan aset tetap secara berkala.



4.1.4. Informasi dan Komunikasi

	Saluran komunikasi yang efektif diperlukan untuk menyebarkan prosedur pengendalian intern dan pembaruan terkait. Meskipun belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) formal dalam penyelesaian TLRHP BPK, Pemerintah Kabupaten Kupang mengandalkan komunikasi yang baik antara para pemangku kepentingan, termasuk Inspektur Daerah, Sekretaris Daerah, dan Kepala SKPD. Upaya koordinasi ini memastikan bahwa kemajuan penyelesaian rekomendasi BPK dapat dikomunikasikan dan didokumentasikan secara efektif. Sistem komunikasi yang efektif merupakan bagian integral dari keberhasilan inisiatif manajemen risiko. 

	Grebel & Rajmane (2023) juga menjelaskan bahwa dengan memfasilitasi koordinasi, dapat mengurangi informasi yang salah, dan meningkatkan respons terhadap rekomendasi audit, organisasi dapat mengarahkan bagaimana mengatasi kompleksitas manajemen risiko dengan lebih baik dan meningkatkan kinerja mereka secara keseluruhan. Ketiadaan prosedur formal atau SOP yang jelas menurunkan efektivitas pengawasan dan menyebabkan inkonsistensi pada pelaksanaan di lapangan, yang kemudian memunculkan temuan pemeriksaan yang berulang.



4.1.5. Pemantauan

	Pemantauan progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan merupakan salah satu kunci untuk mengidentifikasi kelemahan SPI dan melakukan perbaikan. Pemerintah Kabupaten Kupang melakukan pemantauan dengan melaporkan secara berkala kepada Inspektorat, yang kemudian mengunggah dokumen terkait ke dalam sistem SIPTL BPK untuk verifikasi. Mekanisme ini memungkinkan pelacakan secara transparan apakah rekomendasi BPK telah berhasil diselesaikan atau masih memerlukan tindakan lebih lanjut. Para pimpinan pemerintah daerah juga secara rutin meminta bukti dari personil yang ditunjuk mengenai progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Langkah ini memperkuat akuntabilitas dan memastikan bahwa tugas-tugas yang ditetapkan dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang ditentukan. Hal ini didukung dengan temuan penelitian dari Pangoliu et. al. (2017), pemantauan yang efektif di organisasi pemerintah dapat meningkatkan ketepatan dan kualitas tindak lanjut melalui deteksi dini atas kendala dan permasalahan yang timbul. 

	COSO (2013) juga menjelaskan bahwa pemantauan harus dilakukan secara rutin untuk memastikan proses pengendalian berjalan dengan baik dan setiap rekomendasi diterapkan sesuai standar. Dengan memastikan bahwa pemangku kepentingan diberitahu tentang potensi risiko dan status kegiatan pemantauan, organisasi dapat merespons lebih cepat dan efektif terhadap masalah apa pun yang muncul, Penilaian berkelanjutan ini sangat penting untuk mengidentifikasi masalah sejak dini dan mengadaptasi strategi yang diperlukan untuk mengurangi risiko (Grebel & Rajmane, 2023).

	Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa SPI pada Pemerintah Kabupaten Kupang khususnya terkait dengan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang terkait dengan aset tetap masih memiliki beberapa kelemahan antara lain, belum adanya formal terkait komitmen pimpinan daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK, pengaplikasian skala penilaian risiko untuk mengklasifikasi risiko-risiko kritikal belum dilakukan secara merata, kurangnya penyebaran pengetahuan yang merata, dan belum ada SOP formal dalam penyelesaian TLRHP BPK. Kelemahan dalam sistem pengendalian intern tersebut sangat berpotensi menyebabkan kesalahan yang tidak segera terdeteksi dan menyebabkan inkonsistensi pada pelaksanaan di lapangan, yang pada akhirnya akan memunculkan temuan pemeriksaan berulang pada pemeriksaan atas LKPD. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Nunu, dkk (2017) dan Husni, dkk (2022), yang menjelaskan bahwa lemahnya sistem pengendalian internal pada obyek pemeriksaan menjadi salah satu penyebab temuan pemeriksaan berulang. 

	Selanjutnya menurut Baker (2009) dalam Fourie & Ackermann (2013), kerangka kerja COSO menyarankan agar Chief Executive Officer (CEO) memiliki tanggung jawab atas sistem pengendalian intern. Bagian dari tanggung jawab ini adalah menciptakan lingkungan dimana pengendalian internal dianggap penting bagi keberhasilan organisasi, budaya ini kemudian secara hirarki organisasi dapat mempengaruhi cara pandang karyawan terhadap pengendalian internal.



4.2. [bookmark: _Toc181191435]Aspek Pelaksanaan Penyelesaian Tindak Lanjut

	Aspek ini mencakup komitmen organisasi, strategi penyelesaian, koordinasi antar-SKPD, dan  pemantauan serta evaluasinya. Berdasarkan data wawancara, ditemukan bahwa Pemerintah Kabupaten Kupang telah melakukan sejumlah upaya strategis, termasuk pembentukan tim khusus untuk menangani penyelesaian permasalahan aset tetap dan pemantauan yang lebih intensif oleh Inspektorat. Adapun deskripsi data yang ditemukan dilapangan sebagai berikut.



4.2.1. Komitmen Organisasi

	Komitmen organisasi merupakan pondasi utama dalam keberhasilan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi audit di sektor publik. Berdasarkan hasil wawancara, komitmen pimpinan di Kabupaten Kupang terlihat melalui pelaksanaan rapat rutin yang bertujuan untuk mengkoordinasikan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, terutama yang terkait dengan pengelolaan aset tetap. Namun, terbatasnya alokasi sumber daya dan waktu seringkali menjadi kendala dalam pelaksanaan komitmen ini secara optimal. 

	Hal ini sesuai dengan temuan Pramana et al., (2023) yang menguraikan bahwa tidak adanya komitmen dan dorongan motivasi dari pihak pimpinan merupakan salah satu faktor-fakor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Menurut Grebel & Rajmane (2023), Komitmen kepemimpinan menumbuhkan lingkungan kolaboratif di mana karyawan merasa diberdayakan untuk berbagi wawasan dan berkontribusi pada proses peningkatan berkelanjutan. Komitmen yang konsisten dari tingkat pimpinan dapat memberikan dorongan kepada setiap level dalam organisasi untuk terlibat secara aktif dalam penyelesaian rekomendasi. Hal tersebut berkontribusi pada usaha peningkatan yang berkelanjutan, serta memastikan bahwa semua pegawai merasa dihargai dan diberdayakan untuk berbagi dan meningkatkan kompetensinya. Hal ini, akan menumbuhkan budaya inovasi di mana para pegawai termotivasi untuk mengambil inisiatif dan mengusulkan ide-ide baru yang selaras dengan tujuan organisasi.



4.2.2. Strategi Penyelesaian Tindak Lanjut

	Strategi yang digunakan dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi sangat berpengaruh terhadap hasil akhir dari pelaksanaan rekomendasi tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, beberapa strategi yang telah diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang mencakup pembentukan tim tindak lanjut, sosialisasi tentang rekomendasi BPK, dan koordinasi antar-SKPD. Namun, Pemerintah Kabupaten Kupang belum memiliki peta jalan dalam melaksanakan percepatan penyelesaian TLRHP BPK, serta atas progres penyelesaian TLRHP BPK belum dijadikan komponen penilaian kinerja SKPD. Berdasarkan wawancara juga mengungkapkan bahwa keterbatasan anggaran dan kurangnya personil yang kompeten serta minimnya panduan yang spesifik untuk menangani rekomendasi yang kompleks menjadi hambatan dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK secara efektif. 

	Seperti halnya yang dikemukakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Pangoliu et. al. (2017) menegaskan bahwa ketersediaan sumber daya yang cukup merupakan salah satu prasyarat untuk mencapai efektivitas dalam pengelolaan aset publik dan tindak lanjut audit. Penelitian dari Fitri (2024) mengindikasikan bahwa strategi yang responsif dan fleksibel, tetapi tetap terarah, merupakan salah satu elemen penting dalam pelaksanaan tindak lanjut yang berhasil, terutama dalam konteks organisasi sektor publik. Selanjutnya Grebel & Rajmane (2023), menjelaskan pentingnya panduan operasional yang jelas dalam implementasi strategi manajemen risiko. Panduan ini membantu memastikan bahwa semua tingkatan organisasi memahami peran dan tanggung jawab mereka, memfasilitasi pendekatan kohesif untuk manajemen risiko. Kejelasan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas komunikasi, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas, serta memungkinkan organisasi untuk merespon secara efektif terhadap potensi terjadinya temuan berulang. 



4.2.3. Koordinasi Antar-SKPD

	Koordinasi antar-SKPD adalah elemen kunci dalam pelaksanaan tindak lanjut yang efektif, terutama karena temuan BPK seringkali melibatkan lebih dari satu unit organisasi di dalam pemerintah daerah. Berdasarkan wawancara, koordinasi lintas-SKPD di Kabupaten Kupang sudah berjalan, terutama di antara unit-unit yang berfokus pada pengelolaan aset tetap seperti BKAD dan Inspektorat. Namun, kendala koordinasi yang dihadapi meliputi sinkronisasi data dan perbedaan pemahaman prosedur antar SKPD yang terlibat. 

	Hal ini sesuai dengan temuan dengan temuan (Zhang, 2023) yang menguraikan bahwa koordinasi terkait dengan proses pengambilan keputusan yang lebih baik, garis akuntabilitas yang jelas dan peran yang terdefinisi dengan baik meningkatkan proses pengambilan keputusan, yang sangat penting untuk keberhasilan organisasi. Ini sangat penting dalam lingkungan yang kompleks di mana banyak pemangku kepentingan terlibat. Grebel & Rajmane (2023), mengungkapkan pentingnya memiliki mekanisme koordinasi yang jelas. Mekanisme ini membantu menentukan peran dan tanggung jawab, memastikan bahwa setiap orang memahami bagian mereka dalam proses manajemen risiko. Dengan adanya mekanisme koordinasi yang jelas akan mengurangi kebingungan dan meningkatkan akuntabilitas, serta mempermudah untuk menerapkan strategi risiko secara efektif. Selanjutnya pertemuan rutin di antara para pemangku kepentingan sangat penting. Pertemuan ini menyediakan platform untuk membahas risiko, berbagi wawasan, dan menyelaraskan strategi di berbagai unit bisnis. Pendekatan kolaboratif ini menumbuhkan budaya komunikasi terbuka dan pemecahan masalah kolektif, yang sangat penting untuk manajemen risiko yang efektif.



4.2.4. Monitoring dan Evaluasi

	Monitoring dan evaluasi merupakan proses penting yang memastikan bahwa setiap tindak lanjut rekomendasi dilakukan sesuai rencana dan memenuhi standar yang ditetapkan. Dari wawancara yang dilakukan, ditemukan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi di Kabupaten Kupang masih mengalami keterbatasan dalam hal konsistensi dan kedalaman analisis atas permasalahan yang kompleks. Walaupun Inspektorat melaksanakan monitoring rutin, kegiatan ini sering kali tidak mampu mengidentifikasi permasalahan mendalam atau memberikan rekomendasi perbaikan secara lebih detail yang dibutuhkan untuk perbaikan dan penyelesaian permasalahan aset tetap. Data ini sesuai dengan teori pemantauan organisasi publik yang diusulkan oleh Pangoliu et. al. (2017), pemantauan yang terstruktur dan dilengkapi dengan alat evaluasi yang akurat akan meningkatkan efektivitas tindak lanjut melalui identifikasi kendala di tahap awal dan pengawasan progres secara berkelanjutan.

	Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut pada Pemerintah Kabupaten Kupang yang menyebabkan adanya temuan berulang, terdapat beberapa faktor utama yang menghambat efektivitasnya, yaitu komitmen organisasi, strategi penyelesaian tindak lanjut, monitoring dan evaluasi, serta koordinasi antar-SKPD. Berdasarkan wawancara, komitmen organisasi merupakan pondasi utama untuk memastikan setiap level dalam organisasi berperan aktif dalam tindak lanjut rekomendasi. Kendala dalam sumber daya dan waktu menyoroti kebutuhan kebijakan formal yang mendukung komitmen ini.

	Dalam hal strategi, fleksibilitas dan responsivitas seperti yang disarankan Fitri (2024), harus diimbangi dengan SOP dan pelatihan serta pengembangan kompetensi yang memadai kepada pegawai, sehingga rekomendasi dapat diimplementasikan lebih efektif meskipun keterbatasan sumber daya tetap ada. Monitoring yang konsisten dengan alat evaluasi akurat seperti yang dikemukakan oleh Pangoliu et. al. (2017) adalah langkah penting dalam menangani hambatan sejak dini dan memastikan pengawasan dilakukan secara terus menerus. Zhang (2023) juga menjelaskan bahwa pihak internal bertanggung jawab untuk menumbuhkan rasa persatuan di antara berbagai departemen dan tim. Kohesi ini sangat penting untuk menyelaraskan prioritas dan kepentingan internal organisasi, yang pada akhirnya berkontribusi untuk mencapai visi keseluruhan organisasi.

	Dengan demikian, tanpa adanya kebijakan yang mendukung dan alat operasional yang memadai, tantangan-tantangan ini akan terus berdampak pada efektivitas tindak lanjut yang mengakibatkan munculnya temuan berulang pada pemeriksaan selanjutnya. Kabupaten Kupang perlu merumuskan suatu pendekatan yang lebih terpadu, termasuk penggunaan teknologi, untuk mengatasi batasan koordinasi dan pengawasan, sehingga komitmen dan strategi yang ada dapat memberikan hasil yang lebih optimal.



4.3. [bookmark: _Toc181191436]Aspek Optimalisasi Peran Pihak Internal dan Eksternal

	Aspek Optimalisasi Peran Pihak Internal dan Eksternal dalam penelitian ini dengan menilai bagaimana Pemerintah Kabupaten Kupang dalam melibatkan dan memanfaatkan sinergi antara unit internal serta kolaborasi dengan instansi eksternal dalam menyelesaikan TLRHP BPK. Adapun data yang ditemukan dilapangan sebagai berikut.



4.3.1. Pelibatan Pihak Internal

	Pelibatan pihak internal dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK sangat penting untuk memastikan proses berjalan efektif dan sesuai dengan target yang diharapkan. Berdasarkan hasil wawancara, Pemerintah Kabupaten Kupang telah melibatkan beberapa unit internal seperti Sekretaris Daerah, Inspektorat dan Badan Keuangan serta Aset Daerah (BKAD) dalam mendukung pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi. Namun, pelibatan pihak internal ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal koordinasi dan pemahaman yang seragam terhadap tugas dan tanggung jawab masing-masing SKPD.

	Hal ini sesuai dengan temuan penelitian yang dilakukan Zhang (2023), pihak internal harus mengidentifikasi dan mengatasi tantangan yang dapat menghambat koordinasi. Ini melibatkan mengenali masalah yang muncul dari dinamika internal dan menerapkan strategi untuk mengatasinya, sehingga meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Optimalisasi peran pihak internal dapat diperkuat melalui pelatihan yang berkesinambungan dan koordinasi lintas-unit, sehingga setiap SKPD memiliki pemahaman dan komitmen yang sama dalam menindaklanjuti temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.



4.3.2. Pelibatan Pihak Eksternal

	Selain pihak internal, keterlibatan pihak eksternal juga memegang peran penting dalam mendukung penyelesaian tindak lanjut temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, khususnya dalam aspek legalitas dan sertifikasi aset tetap. Berdasarkan hasil wawancara, pihak eksternal seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Dalam Negeri, dan aparat penegak hukum seperti kejaksaan turut berperan dalam membantu proses sertifikasi dan validasi aset tetap milik pemerintah daerah.  Dengan berkoordinasi di berbagai lembaga, organisasi dapat memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang mungkin tidak tersedia dalam satu entitas. Kolaborasi ini meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, yang mengarah pada pengelolaan aset publik yang lebih baik (Zhang, 2023). 

	Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kupang dalam melaksanakan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, walaupun sudah melibatkan beberapa unit seperti Sekretaris Daerah, Inspektorat, dan BKAD, masih terdapat tantangan dalam koordinasi dan pemahaman yang seragam atas tanggung jawab. Untuk mencapai optimalisasi, pelatihan berkelanjutan dan peningkatan koordinasi lintas-unit perlu dilakukan agar seluruh SKPD memiliki pemahaman dan komitmen yang sejalan. 

	Sementara itu, pelibatan pihak eksternal, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kementerian Dalam Negeri, sangat membantu dalam aspek legalitas dan sertifikasi aset. Kolaborasi dengan lembaga eksternal tidak hanya mendukung pengelolaan aset yang lebih baik, seperti yang diungkapkan Zhang (2023), tetapi juga meningkatkan kredibilitas proses tindak lanjut serta memberikan panduan yang lebih relevan dan dukungan teknis, sebagaimana diuraikan oleh Zhang (2023). Optimalisasi peran pihak eksternal ini perlu diarahkan dengan mekanisme koordinasi yang jelas dan prosedur kerja yang terstruktur agar hasil yang diperoleh lebih maksimal. Dengan demikian, keterlibatan pihak internal maupun kolaborasi dengan pihak eksternal dapat memberikan kontribusi signifikan dalam penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan.
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	Hasil penelitian ini mengidentifikasi bahwa temuan berulang dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kupang terutama dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu kelemahan dalam Sistem Pengendalian Internal (SPI), tantangan dalam Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP), dan optimalisasi peran pihak internal dan eksternal. Penelitian ini menemukan bahwa elemen-elemen SPI dalam kerangka COSO belum sepenuhnya diimplementasikan secara konsisten, terutama dalam hal prosedur formal, kegiatan pemantauan, dan alur komunikasi yang efektif. Dalam konteks Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi, penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun terdapat komitmen dari pimpinan SKPD untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, keterbatasan dalam hal strategi, monitoring, dan koordinasi antar-unit masih menjadi kendala utama. Dukungan sumber daya, baik dari sisi anggaran maupun sumber daya manusia, juga menjadi faktor yang sangat signifikan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tindak lanjut. Keterbatasan anggaran dan kurangnya personil yang kompeten sering kali menjadi penghalang dalam menyelesaikan temuan sesuai waktu yang ditentukan.

	Penelitian ini juga menunjukkan bahwa monitoring yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kupang sering kali tidak mampu mengidentifikasi kendala secara spesifik, sehingga permasalahan tidak terselesaikan secara tuntas. Optimalisasi peran pihak internal dan eksternal dalam proses tindak lanjut juga menjadi elemen kunci yang ditemukan dalam penelitian ini. Kolaborasi antara unit internal dan dukungan dari pihak eksternal, seperti BPN dan Kementerian Dalam Negeri, dapat membantu Pemerintah Kabupaten Kupang dalam mengatasi hambatan dalam pengelolaan aset. 

	Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mengurangi temuan berulang dalam laporan keuangan, Pemerintah Kabupaten Kupang perlu melakukan penguatan pada sistem pengendalian internal, menyusun strategi tindak lanjut yang lebih terukur, serta mengoptimalkan peran pihak internal dan eksternal. Hasil penelitian ini mendukung teori organisasi dan literatur sebelumnya yang menunjukkan bahwa keberhasilan tindak lanjut tidak hanya bergantung pada komitmen pimpinan, tetapi juga pada dukungan kebijakan, strategi yang tepat, dan keterlibatan kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan. Temuan ini memberikan kontribusi penting dalam upaya peningkatan akuntabilitas publik dan kualitas pengelolaan aset pemerintah daerah, serta menyediakan dasar bagi rekomendasi kebijakan yang lebih spesifik untuk perbaikan sistem pengendalian dan manajemen aset di Kabupaten Kupang.

	Saran yang dapat diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kupang agar temuan pemeriksaan tidak kembali berulang, khususnya yang disebabkan karena belum selesainya pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah:

a. Penguatan Sistem Pengendalian Internal (SPI) 

Pemerintah Kabupaten Kupang disarankan untuk menetapkan kebijakan pengendalian dan prosedur formal yang melibatkan semua komponen SPI, sehingga setiap proses dalam pengelolaan aset dapat dijalankan sesuai standar, serta melakukan sosialisasi kepada seluruh SKPD untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan.

b. Implementasi Strategi Penyelesaian Tindak Lanjut yang Komprehensif

Kabupaten Kupang disarankan agar mengembangkan SOP yang spesifik untuk pelaksanaan tindak lanjut, terutama pada aspek pengelolaan aset tetap, dan menetapkan target waktu yang realistis serta mekanisme evaluasi yang jelas. Hal ini akan membantu SKPD terkait untuk mengukur progres secara teratur dan memastikan bahwa setiap rekomendasi BPK telah diimplementasikan dengan benar dan tepat waktu.

c. Optimalisasi Koordinasi Lintas-SKPD

Pemerintah Kabupaten Kupang disarankan untuk memperkuat koordinasi antar-SKPD dengan menetapkan agenda koordinasi yang terjadwal, serta membangun sistem informasi yang terintegrasi. Sistem ini akan memungkinkan setiap unit untuk mengakses data yang diperlukan dalam tindak lanjut, memastikan transparansi, serta memfasilitasi penyelesaian rekomendasi dengan lebih efisien.

d. Dukungan Sumber Daya dan Pengembangan Kapasitas SDM

Pemerintah Kabupaten Kupang disarankan untuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk program peningkatan kompetensi, seperti pelatihan manajemen aset dan tindak lanjut audit. Selain itu, implementasi teknologi informasi dapat menjadi alternatif solusi untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan aset dan pelaksanaan rekomendasi.

e. Peningkatan Kolaborasi dengan Pihak Eksternal
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Pemerintah Kabupaten Kupang disarankan untuk menyusun MoU atau nota kesepahaman dengan pihak eksternal seperti BPN, yang menetapkan peran, tanggung jawab, serta prosedur yang disepakati bersama untuk mempercepat penyelesaian rekomendasi, dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola aset.
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